BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan maka penelitian ini

menemukan bahwa:

1.

Kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan perlindungan kepada
jurnalis dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik
jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan
menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Namun, hadirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP) membatasi ruang gerak jurnalis dalam penggunaan
data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Meskipun Pasal 2 ayat (2)
huruf d UU PDP memberikan pengecualian bagi kepentingan
jurnalistik, ketidakjelasan dalam implementasinya membuka peluang
multitafsir yang dapat menghambat kebebasan pers. Absennya regulasi
pelaksana yang menjembatani UU Pers dan UU PDP meningkatkan
risiko kriminalisasi terhadap jurnalis. Oleh karena itu, penting untuk
menyeimbangkan perlindungan kebebasan pers dengan kepatuhan
terhadap prinsip kehati-hatian dan kode etik jurnalistik saat menangani

data pribadi dalam pemberitaan.
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2. Pasal 8 UU Pers menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis selama

mereka menjalankan tugasnya sesuai kode etik. Dewan Pers berperan
dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik melalui mekanisme hak
jawab dan hak koreksi. Namun, Pasal 67 UU PDP yang mengatur sanksi
pidana atas penggunaan data pribadi tanpa izin sering kali diterapkan
tanpa mempertimbangkan konteks jurnalistik, yang dapat menekan
kebebasan pers. Ketidakharmonisan antara UU Pers dan UU PDP
membuka peluang penyalahgunaan regulasi untuk membungkam
jurnalis. Penegakan hukum yang tidak konsisten serta penggunaan
pasal-pasal "karet" dalam UU PDP atau UU ITE semakin memperbesar
risiko kriminalisasi terhadap jurnalis. Oleh karena itu, diperlukan
harmonisasi antara UU Pers dan UU PDP untuk menghindari
kriminalisasi yang tidak proporsional. Hal ini dapat dilakukan dengan
memperjelas pengecualian bagi kegiatan jurnalistik dalam UU PDP,
memperkuat peran Dewan Pers sebagai mediator sengketa jurnalistik,
serta meningkatkan pemahaman hukum bagi jurnalis dan aparat

penegak hukum guna melindungi kebebasan pers.

B. Saran

l.

Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi pelaksana yang
memperjelas batasan dan pengecualian dalam penggunaan data pribadi

untuk kepentingan jurnalistik. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada
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jurnalis mengenai batasan penggunaan data pribadi agar mereka dapat
menjalankan tugas tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Penguatan peran Dewan Pers sebagai mediator dalam sengketa
jurnalistik sangat diperlukan. Dewan Pers perlu diberi kapasitas lebih
untuk memberikan rekomendasi yang mengikat bagi aparat penegak
hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan data pribadi. Pemerintah
juga perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum memahami
prinsip-prinsip kebebasan pers dan perlindungan data pribadi untuk
mencegah penyalahgunaan regulasi yang dapat merugikan kebebasan
pers. Sosialisasi dan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum
perlu dilakukan secara berkala.

. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Harmonisasi ini bertujuan untuk menghilangkan potensi konflik antara
perlindungan data pribadi dan kebebasan pers, dengan menegaskan
pengecualian khusus untuk kegiatan jurnalistik yang mematuhi kode
etik jurnalistik. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang
memberikan batasan jelas terkait penggunaan data pribadi dalam
kegiatan jurnalistik, sehingga jurnalis dapat bekerja tanpa ancaman

hukum yang tidak proporsional.
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